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PERSEPSI| ULAMA, MASYARAKAT DAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH
TENTANG PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYAR'IYAH

Oleh:

Jamaluddin
M. Nazaruddin
Nanda Amalia
Laila M. Rasyid

Abstract

This study is going to talk about how the public perception, scholars and judges about
the divorce that has occurred outside the Isfamic court, Location of the Study was
conducted in Pidie and North Aceh district, using empirical judicial approach. The
method of data collection is in depth interviews, which were conducted against the
Scholars, public and Islamic court judges with purposive sampling. The resulfs showed
that there is still pluralism of legal understanding, shown by the large number of
divorces that have occurred outside of Islamic court. This happens because the strong
understanding of the Islamic law or figh imam’s opinion by the local ulama version in
people's lives. While the judges of Islamic court still depend on to the provisions of
national law marriage. :

Keywords: Perception of divorce Iaw,AlsIamic court judges, scholars, Eommunity

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini beranjak dari data yang dihadirkan oleh berbagai media cetak di
penghujung tahun yang kerap memberitakan meningkatnya jumliah kasus perceraian.!
Data statistik yang dihadirkan oleh Mahkamah Agung melalui situsnya juga

menunjukkan kondisi nyata meningkatnya jumlah pengajuan perkara cerai serta

".www ccde.or.idfindex.php?option=com_content&view=article:isteri-ramai-ramai-
gugat-cerai-suami; www lintasberita.com/Nasional/.../Angka-Perceraian-Naik-100-
Persen,www.detiknews.com/read/2011/08/04/.../ menekan-angka-perceraian?...;Angka
Perceraian Pasangan Indonesia Naik Drastis 70 Persen ...

www.republika.co.id » Nasional » Umum.
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putusannya oleh Pengadilan Agama?Meningkatnya jumiah angka perceraian yang
diajukan ke hadapan Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syariyah® di Aceh
adalah merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan melatarbelakangi
dilaksanakannya penelitian ini.

Ketentuan hukum tentang perceraian mendapatkan pengaturan dalam Pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut
UU Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam,
selanjutnya disingkat KHI. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: (1)
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadiian
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2)
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteriitu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.Pengaturan lebih lanjut tentang
putusnya perkawinan dan tatacara perceraian dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI).

Penerapan Pasal 39 UU Perkawinan terhadap perceraian yang dilakukan di
luarpengadilan menjadi tidak efektif bila dikaitkan dengan perlindungan hak-hak
perempuan akibat perceraian tersebut. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan
membawa implikasi terhadap perempuan khususnya, yaitu ketika thalak telah

diucapkan oleh suaminya* dan secara pribadi berdasarkan kepercayaan agamanya,

z Lihat lebih lanjut pada http:/iputusan.mahkamahagung.go.id/
dien/agamal;www republika.co.id (24/1/2012) dan http:/Awvww badilag.net/statistik-
perkara/10118-informasi-keperkaraan-peradilan-agama-tahun-2011.htm!

3 Mahkamah Syariyah atau disingkat dengan M.Sy adalah merupakan lembaga
Peradilan Agama di Aceh. Mahkamah Syar’iyah dibentuk untuk menjalankan peradilan Syariat
[slam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.

‘Abd. Rahman Ghazaly, Figih Munakahat Kencana, Jakarta, 2003, him. 205
menyatakan bahwa menurut ketentuan hukum Islam, idak menjadikan hak thalak itu di tangan
orang lain, baik orang lain itu isteri, saksi ataupun Mahkamah. Selain bahwa hak thalak adalah
berada di tangan suami namun para Jumhur Ahli Figh berpendapat bahwa thalak dengan
main-main (tidak sungguh-sungguh) adalah dipandang sah, hal ini berdasarkan hadist yang
diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Imam  Hakim
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